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ABSTRACT 

 

This study aims to design a Standard Operating Procedure (SOP) for the management of 

Operational Assistance Funds (BOP) at Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar. The research 

addresses issues related to the planning, submission, utilization, and financial accountability of 

BOP funds that are often not aligned with the technical guidelines due to limited understanding. 

Using a qualitative descriptive method and the ADDIE development model (limited to the stages 

of Analysis, Design, and Development), data were collected through interviews and direct 

observation involving the school principal and treasurer. The study produced four SOP flowcharts 

related to the planning (RKARA), submission, management, and accountability of BOP funds. 

These SOPs are expected to improve efficiency, effectiveness, and compliance with regulations at 

RA Al Jabbaar. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter 

dan kemampuan dasar anak sebagai fondasi menuju jenjang pendidikan formal. Menurut Trina 

Fizzanty dari BRIN, perhatian terhadap PAUD sangat penting untuk menyiapkan generasi 

Indonesia Emas 2045 (Pristiandaru, 2024). Raudhatul Athfal (RA), sebagai bagian dari PAUD di 

bawah naungan Kementerian Agama, menyelenggarakan pendidikan berbasis keislaman bagi anak 

usia dini yang tengah mengalami perkembangan pesat secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif 

(Ardianto et al., 2022). Oleh karena itu, pengelola RA dituntut untuk menerapkan kurikulum yang 

sesuai dengan tahap perkembangan anak, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten, 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta melibatkan orang tua dalam proses 

pembelajaran (Umar Mardan. Ismail, 2021). 

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan dana yang memadai guna meningkatkan 

kualitas pendidikan. Sehingga, keberlanjutan operasional Raudhatul Athfal (RA) sangat 

bergantung pada sumber pendanaan yang tersedia. Sumber dana Raudhatul Athfal (RA) berasal 

dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025, Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan (BOP) bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional satuan 

pendidikan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Khusus untuk 

Raudhatul Athfal (RA), besaran dana BOP ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per peserta didik per 

tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 

Tahun 2020. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai kebutuhan operasional, 

termasuk penyediaan sarana pendidikan, pemberian honorarium bagi tenaga pendidik, serta 

peningkatan kualitas proses pembelajaran.  

Setiap lembaga pendidikan anak usia dini memiliki kewajiban untuk memahami dan 

menerapkan Petunjuk Teknis terkait Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, menyatakan bahwa satuan 

pendidikan dituntut untuk mengelola dana BOP secara optimal, mencakup tahapan pengajuan, 

perencanaan, pencairan, hingga pelaporan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Juknis, 

guna menjamin akuntabilitas serta peningkatan kualitas layanan pendidikan (Eko, 2024). Namun, 

dalam implementasinya, banyak satuan PAUD yang masih mengalami kendala dalam mengelola 

dana BOP secara efektif dan efisien. Seperti pada penelitian Indarwati & Murniarti (2024) 

mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara Petunjuk Teknis dan kondisi di lapangan, serta 

kompleksitas administrasi, menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan dana BOP di PAUD, 

kurangnya pemahaman terhadap Juknis membuat pengelolaan dana masih dilakukan berdasarkan 

kebiasaan lama. Purnomo & Erika (2020) menambahkan bahwa proses pengajuan hingga 

pelaporan dana BOP masih berbelit, tidak efektif, dan terkendala oleh keterbatasan kompetensi 

operator serta sarana prasarana. Selain itu, Maskuri (2024) menyoroti bahwa ketiadaan format LPJ 

yang seragam turut menghambat pencairan dana dan menyulitkan proses audit, yang dapat 

berdampak pada penilaian negatif terhadap lembaga. 

Oleh karena itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi sangat penting 

dalam memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Raudhatul 

Athfal dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan Petunjuk Teknis. SOP merupakan 

dokumen terstandarisasi yang berisi panduan tertulis mengenai pelaksanaan tugas, meliputi tata 

cara, waktu, lokasi, dan pihak yang terlibat (Nur’aini, 2023). Penelitian terdahulu Ariyantiningsih 

et al. (2025) menunjukkan bahwa Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo mengalami 

kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian akibat belum adanya SOP yang jelas, 

sehingga dilakukan sosialisasi penyusunan SOP sebagai pedoman pengelolaan yang lebih 

terstruktur. Demikian pula, Anwar et al. (2024) menemukan bahwa sebuah yayasan yang telah 

berdiri selama 11 tahun belum memiliki pedoman akuntansi dan SOP dalam mengelola siklus 

penerimaan serta pengeluaran kas, sehingga peneliti merancang modul akuntansi dan SOP untuk 
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mendukung kelancaran pengelolaan keuangannya. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan SOP sangat diperlukan sebagai acuan sistematis dalam 

pengelolaan keuangan lembaga non-profit, termasuk RA. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di Raudhatul Athfal masih 

menghadapi berbagai kendala, mulai dari penyusunan RKARA, pengajuan dana, pengelolaan, 

hingga pertanggungjawaban keuangan yang belum tertata secara sistematis dan belum sepenuhnya 

mengacu pada Petunjuk Teknis. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti serta merancang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dana BOP 

agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini difokuskan 

pada Raudhatul Athfal Al Jabbaar dengan judul “Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Raudhatul Athfal Al 

Jabbaar.” 

 

 

TINJAUAN TEORI 

 

Sektor Publik 

Sektor publik menurut Mardiasmo (2018) adalah suatu entitas yang aktivitasnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Aktivitas tersebut mencakup segala 

hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta penyediaan barang atau jasa untuk 

masyarakat. 

 

Yayasan 

Yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, adalah badan hukum 

yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau 

pendidikan. Yayasan menjadi wadah kegiatan sukarela, didirikan melalui akta notaris, dan 

memperoleh status hukum setelah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Struktur 

yayasan meliputi pembina, pengurus, dan pengawas, serta dapat bergerak di berbagai 

bidang. Sumber pendanaannya berasal dari hibah, donasi, atau aset yang dihibahkan. Jika 

kekayaan yayasan melebihi batas tertentu, maka wajib diaudit oleh akuntan publik dan 

menyampaikan laporan tahunan secara terbuka (Mardiasmo, 2018). 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) menurut Petunjuk Teknis merupakan 

program pemerintah yang memberikan dana langsung kepada Raudhatul Athfal (RA) untuk 

mendukung biaya operasional pendidikan. Dana ini disesuaikan dengan jumlah siswa dan 

digunakan untuk membiayai kebutuhan personalia maupun non-personalia. Tujuannya 

adalah meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Pengelolaan dana 

BOP harus sesuai dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan 

transparansi. Setiap RA wajib memiliki izin operasional, aktif menyelenggarakan 

pembelajaran, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan. 

Dana disalurkan secara bertahap dan penggunaannya harus sesuai dengan juknis yang 

berlaku. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja yang disusun sesuai 

dengan tanggung jawab dan kebutuhan setiap posisi dalam organisasi. SOP dirancang berdasarkan 

karakteristik masing-masing departemen agar karyawan dapat melaksanakan tugas secara terarah 
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dan memahami peran serta tanggung jawabnya dengan lebih jelas (Nur’aini, 2023). 

ADDIE 

Model ADDIE merupakan model pengembangan yang terdiri dari lima tahapan utama, 

yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation yang dikembangkan oleh 

Dick and Carey pada tahun 1996. Model ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan 

produk pembelajaran secara sistematis (Hidayat & Nizar, 2021b). Gambar berikut menggambarkan 

alur dari masing-masing tahapan tersebut. 

 

 
Sumber: (Hidayat & Nizar, 2021) 

Gambar 1 Metode Pengembangan ADDIE 

Berikut merupakan tahap-tahap ADDIE menurut (Rusmayana, 2021) sebagai berikut: 

1. Analysis bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dalam lingkungan pembelajaran.  

2. Design menyusun rancangan konseptual produk berdasarkan hasil analisis.  

3. Development merealisasikan rancangan menjadi produk nyata dan menyusun instrumen 

penilaian.  

4. Implementation merupakan tahap uji coba untuk memperoleh umpan balik awal.  

5. Evaluation bertujuan menilai kesesuaian produk dengan spesifikasi dan tujuan, serta 

memberikan dasar untuk revisi dan penyempurnaan. 

 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE merupakan metode pengembangan sistem yang 

terdiri dari lima tahapan, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation 

(Branch, 2009). Namun, karena adanya keterbatasan waktu penelitian, model ADDIE dalam studi 

ini dimodifikasi hanya sampai pada tahap ADD (Analysis, Design, Development). Penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami serta 

menjelaskan proses pengelolaan dana BOP melalui interpretasi data naratif yang diperoleh dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP) di RA Al Jabbaar dilakukan dengan mengacu pada model pengembangan 

ADDIE, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga tahap awal yaitu Analysis (Analisis), 

Design (Desain), Development (Pengembangan). 

a. Analysis (Analisis) 

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta aspek-aspek 
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penting dalam pengelolaan dana BOP. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP). Analisis dilakukan pada empat aspek utama, yaitu: Perencanaan, 

Pengajuan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban. 

 

Tabel 1 Analisis Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana BOP 

No Aspek Masalah Kebutuhan 

1 Perencanaan 1. Kurangnya 

pemahaman teknis 

dalam penyusunan 

RKARA. 

2. Minimnya 

pendampingan 

pengawas, berisiko 

pada ketidaktepatan 

alokasi dan kesalahan 

dalam penyusunan. 

3. Komite belum 

dilibatkan secara aktif. 

4. Perencanaan belum 

berbasis EDM  dan 

mengacu pada SNP.  

5. Banyak format 

RKARA yang beragam 

menyebabkan 

ketidakteraturan dalam 

penggunaan. 

6. Tidak membuat tim 

manajemen dana BOP. 

1. SOP akan melibatkan 

koordinasi dengan 

pengawas, agar 

memberikan 

pendampingan dan 

masukan dalam 

proses penyusunan 

RKARA. 

2. SOP akan melibatkan  

menggunakan dari 

hasil Evaluasi Diri 

Madrasah (EDM) dan 

instrumen 

identifikasi 

kebutuhan berbasis 

SNP. 

3. SOP akan melibatkan 

penetapan satu 

format yang terbaru 

dan selalu mencari 

informasi terkait 

format selanjutnya. 

4. SOP akan melibatkan 

pembagian peran dan 

tanggung jawab 

setiap pihak, guna 

memberikan 

informasi kebutuhan 

kegiatan atau progam 

sekolah, 

meningkatkan 

koordinasi, serta 

mendukung 

kelancaran dalam 

menyusun RKARA. 

2 Pengajuan 1. Saat pengajuan 

seringkali terjadi revisi 

karena dokumen yang 

kurang. 

2. Kesalahan dalam 

pengisian dokumen 

seperti penomoran dan 

nominal.  

1. SOP akan mencakup 

pengaturan rinci 

terkait alur, tahapan 

serta dokumen yang 

harus disiapkan. 

2. SOP akan 

menggunakan 

penerapan daftar 
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No Aspek Masalah Kebutuhan 

3. Tidak adanya verifikasi 

internal sebelum 

dokumen dikirim.   

periksa (checklist 

dokumen pengajuan) 

sebagai alat kontrol 

internal. 

3. SOP akan melibatkan 

pihak yang lain untuk 

memeriksa dokumen 

sebelum diajukan. 

3 Penggunaan 1. Saat proses pencairan 

dana, dokumen yang 

dibawa seringkali 

belum lengkap, 

sehingga pihak Bank 

sering meminta 

kembali dokumen yang 

kurang. 

2. Sesuai aturan, minimal 

wajib membeli pada e-

purchasing katalog 

pemerintah dengan 

30% pembelanjaan, 

namun secara RA 

secara langsung tanpa 

melalui sistem 

tersebut. 

3. Dalam proses 

pengadaan seharusnya 

dilengkapi Berita 

Acara Pengadaan.  

1. SOP akan 

menggunakan 

penerapan daftar 

periksa (checklist 

dokumen) untuk 

menghindari 

pengulangan proses 

dan keterlambatan. 

2. SOP akan memuat 

ketentuan 

penggunaan anggaran 

melalui e-purchasing 

minimal 30% dari 

total anggaran. 

3. SOP akan memuat 

penyusunan dan 

penyimpanan 

dokumen secara 

lengkap. 

4 Pertanggung 

jawaban 

1. Ketidaksesuaian antara 

realisasi dengan  

RKARA membuat 

bingung dalam proses 

pencatatan. 

2. Dalam tahap pelaporan 

hanya mencatat pada 

Buku Kas Umum 

(BKU), tanpa 

menyusun dengan 

Buku Kas Pembantu 

(BKP) padahal 

keduanya wajib 

digunakan. 

1. SOP akan mengatur 

alur pencatatan secara 

lengkap. 

2. SOP akan melibatkan 

penjadwalan 

pelaksanaan opname 

cash setiap bulan 

dengan membuat 

pelaporan hasilnya 

sebagai bentuk 

kontrol internal.  

3. SOP akan mencakup 

penerapan 

mekanisme pelaporan 

internal, termasuk 

bendahara wajib 
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Sumber: Data diolah (2025) 

b. Design (Desain) 

Pada tahap ini, peneliti mulai merancang tahapan untuk menggambarkan alur kerja Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang akan dikembangkan.  

Perencanaan 

Pada tahap ini, peneliti akan merancang SOP yang mengacu pada tabel 1 Analisis 

Kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana BOP di RA Al Jabbaar. Hal 

tersebut menggambarkan proses awal, yaitu penentuan kelayakan lembaga pendidikan sebagai 

penerima dana BOP. Langkah berikutnya dalam perencanaan adalah penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran RA (RKARA). Proses ini diawali dengan pembentukan tim penyusun, dilanjutkan 

dengan pelaksanaan rapat kerja yang bertujuan untuk merumuskan program kegiatan tahunan. 

Hasil dari rapat tersebut kemudian diajukan kepada Pengawas untuk mendapatkan saran dan 

masukan. Setelah mendapatkan saran dan masukan, tim penyusun melakukan revisi serta finalisasi 

RKARA. 

Pengajuan 

Pada bagian ini, SOP akan dirancang dengan menunjukkan proses pengajuan yang 

sistematis dan melibatkan kerja sama antara kepala satuan pendidikan, operator, dan pihak-pihak 

terkait lainnya. Pengajuan dilakukan dengan melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang berlaku 

dan diunggah ke sistem daring yang telah disediakan oleh Kementerian Agama. 

Penggunaan  

Setelah pengajuan disetujui, tahapan selanjutnya adalah penggunaan dana. SOP yang 

akan dirancang pada tahap ini menggambarkan proses pencairan dana BOP melalui bank 

penyalur. Dana yang telah dicairkan kemudian dikelola sesuai dengan alokasi dalam RKARA. 

Dalam penggunaannya, pengelolaan dana dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu 

pembayaran honor dan pembelian barang. Untuk pembayaran honor, alurnya disesuaikan 

dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. Sementara itu, proses 

pembelian barang dapat dilakukan secara langsung kepada penyedia atau melalui mekanisme 

e-purchasing, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Pertanggungjawaban 

Pada proses ini diawali dengan opname kas secara berkala setiap bulan sebagai upaya 

No Aspek Masalah Kebutuhan 

3. Kegiatan opname cash 

tidak dilakukan secara 

rutin setiap bulan. 

4. Dana langsung 

dikirimkan pada Portal 

BOP tidak 

dipertanggungjawabka

n kepada Kepala 

Yayasan sebagai 

penanggungjawab 

lembaga. 

5. LPJ belum disusun 

berdasarkan struktur 

laporan yang lengkap. 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

kepada Kepala 

Yayasan. 
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pencatatan dan pengendalian keuangan. Kemudian, lembaga menyusun laporan 

pertanggungjawaban dana BOP yang mencakup bukti fisik dan non-fisik sesuai dengan 

pedoman pelaporan dari Kementerian Agama. Selanjutnya SOP menunjukkan proses 

monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOP. Monitoring ini dilakukan oleh pihak 

internal dan eksternal. 

c. Development (Pengembangan) 

Berdasarkan analisis dan desain menghasilkan Standar Operasional Prosedur yang siap 

digunakan dan diimplementasikan oleh RA Al Jabbaar. SOP disusun secara sistematis untuk 

menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.  
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Gambar 2 SOP Kelayakan Penerimaan Dana BOP 

Sumber: Data Diolah (2025) 
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Gambar 3 SOP Penyusunan RKARA 

Sumber: Data Diolah (2025) 
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Gambar 4 SOP Pengajuan Dana BOP 

Sumber: Data Diolah (2025) 
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Gambar 5 SOP Penerimaan dan Pengelolaan Dana BOP 

Sumber: Data Diolah (2025) 
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Gambar 6 SOP Pertanggungjawaban Dana BOP 

Sumber: Data Diolah (2025) 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada Raudhatul Athfal (RA) Al Jabbaar masih menghadapi 

berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana. Sebagai solusi 
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atas permasalahan tersebut, peneliti merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan 

dana BOP yang mencakup lima aspek utama, yaitu SOP Kelayakan Penerima Dana, SOP 

Penyusunan RKARA, SOP Pengajuan Dana BOP, SOP Penerimaan dan Pengelolaan Dana, serta 

SOP Pertanggungjawaban Dana BOP. SOP ini disusun secara sistematis dan aplikatif, dengan 

mengacu pada model ADDIE (Analysis, Design, Development) serta berlandaskan pada ketentuan 

Petunjuk Teknis BOP dari Kementerian Agama.  
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